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l. INTRODUCTION

Profesi advokat memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan, namun masih
menghadapi berbagai permasalahan terkait etika dan disiplin. Di banyak negara, termasuk Indonesia,
advokat memiliki kode etik yang mengatur perilaku profesional mereka. Namun, implementasi dan
pengawasannya masih menghadapi berbagai tantangan. Data dari berbagai organisasi hukum
internasional menunjukkan bahwa pelanggaran etika advokat merupakan isu global. Misalnya, di

Amerika Serikat, American Bar Association (ABA) mencatat bahwa lebih dari 5.000 pengaduan
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terhadap advokat diajukan setiap tahun, dengan sebagian besar terkait penyalahgunaan kuasa dan
konflik kepentingan. Di Eropa, Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) juga melaporkan
meningkatnya jumlah kasus pelanggaran etika advokat dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia,
laporan dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Komisi Yudisial mencatat adanya
peningkatan signifikan dalam jumlah pelanggaran kode etik advokat, dari 120 kasus pada tahun 2018
menjadi 345 kasus pada tahun 2023, dengan pelanggaran dominan meliputi manipulasi Klien,
penyalahgunaan kuasa, serta gratifikasi. Hal ini menyoroti perlunya sistem pengawasan dan penegakan
kode etik yang lebih efektif di Indonesia untuk memastikan integritas profesi advokat.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah lemahnya sistem pengawasan dan penegakan kode etik
advokat di Indonesia, yang berkontribusi pada meningkatnya jumlah pelanggaran etika dalam profesi
ini. Menurut (Sudibyo & Santiago, 2024), sistem pengawasan advokat di Indonesia masih belum
transparan dan cenderung lemah dalam menindak pelanggaran kode etik, sehingga banyak kasus yang
tidak berujung pada sanksi tegas. Selain itu, (Timofeev, 2022) menemukan bahwa sanksi terhadap
advokat yang melanggar kode etik sering kali ringan dan tidak memberikan efek jera, berbeda dengan
sistem di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, di mana pencabutan izin praktik menjadi
hukuman yang umum bagi pelanggaran berat. Dampak dari lemahnya pengawasan ini terlihat dalam
meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan kuasa, manipulasi klien, dan gratifikasi yang dilakukan
oleh advokat, yang tidak hanya merugikan klien tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap
sistem peradilan. Komisi Yudisial (2023) mencatat bahwa lebih dari 60% pengaduan terhadap advokat
di Indonesia tidak ditindaklanjuti secara efektif, yang menunjukkan adanya celah dalam mekanisme
pengawasan. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa reformasi signifikan, dikhawatirkan integritas profesi
advokat akan semakin menurun, yang pada akhirnya dapat melemahkan sistem hukum di Indonesia

secara keseluruhan.

Beberapa penelitian terkait pengawasan dan penegakan kode etik advokat menunjukkan bahwa
efektivitas sistem pengawasan sangat bergantung pada independensi lembaga yang bertanggung jawab
atas penegakan disiplin profesi. (Syed, 2023) meneliti mekanisme pengawasan advokat di Bangladesh
dan menemukan bahwa keterlibatan lembaga independen dalam mengawasi pelanggaran kode etik
meningkatkan kepatuhan para advokat. (Suh, 2023) dalam penelitian mereka di Korea Selatan juga
menunjukkan bahwa regulasi yang ketat terhadap advokat berdampak pada berkurangnya kasus
penyalahgunaan wewenang. (Santri Dewi Rambe et al., 2024) membahas bagaimana peran organisasi
advokat di Indonesia dalam menegakkan kode etik masih terbatas, karena adanya konflik kepentingan
dalam memberikan sanksi terhadap anggotanya. (Ligtenberg et al., 2024) mengidentifikasi bahwa
kurangnya transparansi dalam penyelidikan kasus pelanggaran etika advokat menyebabkan banyak
pengaduan tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai. (Lubis et al., 2025) meneliti dampak dari

lemahnya pengawasan kode etik advokat di Indonesia dan menemukan bahwa banyak kasus
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penyalahgunaan kuasa oleh advokat berakhir tanpa sanksi yang jelas, yang berdampak negatif terhadap

kepercayaan publik terhadap profesi hukum.

Selain aspek independensi lembaga pengawas, berbagai penelitian juga menyoroti pentingnya sanksi
yang tegas terhadap pelanggaran kode etik advokat. (Faber et al., 2023) membandingkan sistem sanksi
advokat di Indonesia dan Amerika Serikat dan menemukan bahwa di AS, advokat yang terbukti
melakukan pelanggaran berat dapat dikenai pencabutan izin praktik, sementara di Indonesia, sanksi yang
diberikan lebih sering berupa teguran atau skorsing ringan. (Alkhaldi et al., 2024) menunjukkan bahwa
di beberapa negara dengan sistem pengawasan ketat, seperti Kanada dan Australia, penerapan denda
tinggi bagi advokat yang melanggar etika berkontribusi pada menurunnya tingkat pelanggaran. (Zahra
et al., 2024) meneliti efektivitas sanksi yang diberikan kepada advokat di Indonesia dan menemukan
bahwa sebagian besar hukuman tidak memiliki efek jera, terutama bagi advokat yang memiliki jaringan
kuat dalam organisasi profesi. (Bedera, 2022) menunjukkan bahwa di beberapa kasus, advokat yang
mendapatkan sanksi masih dapat tetap berpraktik melalui celah regulasi yang ada. (lIristian, 2024) juga
mengidentifikasi bahwa regulasi yang tidak konsisten dalam berbagai organisasi advokat di Indonesia
menyebabkan ketidakseimbangan dalam penerapan sanksi, sehingga ada advokat yang lolos dari

hukuman meskipun telah terbukti melanggar kode etik.

Penelitian lain menyoroti pentingnya perlindungan bagi klien yang menjadi korban pelanggaran kode
etik advokat. (Mahardhika et al., 2023) membahas bahwa di banyak negara, klien yang dirugikan oleh
advokat memiliki jalur hukum yang jelas untuk mendapatkan kompensasi, tetapi di Indonesia,
mekanisme pengaduan masih terbatas. (Barron & Skountridaki, 2020) dalam penelitian mereka tentang
regulasi advokat di Uni Eropa menunjukkan bahwa negara-negara dengan mekanisme kompensasi bagi
klien cenderung memiliki tingkat kepatuhan advokat yang lebih tinggi terhadap kode etik. (Korkea-aho,
2022) membahas bagaimana di beberapa yurisdiksi, pengawasan terhadap advokat tidak hanya
dilakukan oleh organisasi profesi tetapi juga oleh lembaga pemerintah, yang memastikan adanya
perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan. (Zafar, 2024) meneliti bagaimana sistem
penegakan etika advokat di AS menggabungkan unsur mediasi dan arbitrase untuk menyelesaikan
perselisihan antara advokat dan klien secara lebih adil. (Prayuti et al., 2025) menunjukkan bahwa di
Indonesia, banyak klien yang mengalami kerugian akibat pelanggaran advokat tetapi kesulitan

mendapatkan keadilan karena proses pengaduan yang berbelit dan kurang transparan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengawasan dan penegakan kode etik advokat, masih
terdapat kesenjangan dalam kajian yang berfokus pada efektivitas penerapan regulasi di Indonesia.
(Cheffins & Reddy, 2022) meneliti sistem pengawasan advokat di Inggris dan menemukan bahwa
keterlibatan lembaga independen meningkatkan kepatuhan advokat terhadap kode etik. Namun,
penelitian tersebut tidak membahas bagaimana mekanisme serupa dapat diterapkan di negara dengan
sistem hukum yang berbeda seperti Indonesia. (Murray et al., 2023) membahas peran organisasi advokat

dalam menegakkan kode etik, tetapi belum mengevaluasi bagaimana konflik kepentingan dalam
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organisasi memengaruhi efektivitas penegakan sanksi. (Dela Rama et al., 2022) menunjukkan bahwa di
negara-negara dengan sistem pengawasan ketat seperti Kanada dan Australia, tingkat pelanggaran
advokat lebih rendah. Namun, kajian ini tidak mengidentifikasi kendala spesifik yang menyebabkan
rendahnya efektivitas pengawasan advokat di Indonesia. (Pattavina et al., 2024) menemukan bahwa
sistem pengawasan advokat di Amerika Serikat lebih efektif karena adanya sanksi tegas, tetapi penelitian
ini tidak mengeksplorasi bagaimana penerapan sanksi serupa dapat disesuaikan dengan kondisi hukum
di Indonesia. (Algodsi & Gura, 2023) meneliti bagaimana regulasi advokat di Uni Eropa memberikan
jalur kompensasi bagi klien yang dirugikan, tetapi belum ada penelitian yang secara khusus membahas
apakah mekanisme serupa dapat diterapkan di Indonesia.

Selain itu, masih terbatasnya penelitian yang mengevaluasi dampak konkret dari lemahnya pengawasan
advokat terhadap masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi. (Levi, 2022)
mengidentifikasi bahwa banyak advokat yang mendapatkan sanksi tetap dapat berpraktik melalui celah
regulasi, tetapi penelitian ini belum mengukur dampak jangka panjang dari ketidaktegasan sanksi
terhadap tingkat kepercayaan publik. (Hook & Fines, 2023) membahas bagaimana sistem pengaduan
klien di beberapa negara memungkinkan korban pelanggaran advokat mendapatkan ganti rugi, tetapi
belum ada penelitian yang secara mendalam mengevaluasi efektivitas sistem pengaduan advokat di
Indonesia. (Ali et al., 2023) menemukan bahwa lemahnya sanksi terhadap advokat yang melanggar kode
etik berdampak pada peningkatan jumlah pelanggaran, tetapi penelitian ini tidak menyoroti bagaimana
sistem pengawasan dapat diperkuat secara hukum. (Tezuka & Koeda, 2023) meneliti mekanisme
mediasi dalam penyelesaian sengketa antara advokat dan klien di Jepang, tetapi penelitian ini belum
membahas bagaimana pendekatan serupa dapat diterapkan di Indonesia. (Mukhtar & Lailam, 2023)
menunjukkan bahwa proses pengaduan terhadap advokat di Indonesia masih kurang transparan, tetapi
penelitian ini belum mengeksplorasi bagaimana model pengawasan yang lebih terbuka dapat
meningkatkan akuntabilitas profesi advokat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
efektivitas sistem pengawasan dan penegakan kode etik advokat di Indonesia, membandingkannya
dengan praktik terbaik di negara lain, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat

mekanisme pengawasan advokat secara lebih transparan dan akuntabel.

Penelitian ini memiliki potensi untuk berkontribusi dalam memperbaiki mekanisme pengawasan kode
etik advokat di Indonesia melalui analisis terhadap regulasi yang berlaku serta evaluasi terhadap
efektivitas penerapannya. Penguatan sistem pengawasan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan
advokat terhadap kode etik, sehingga kasus-kasus pelanggaran dapat diminimalkan. Selain itu,
transparansi dalam proses penegakan kode etik menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan agar
setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara adil dan objektif. Akuntabilitas dalam penerapan sanksi
juga perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa hukuman yang diberikan benar-benar memiliki efek
jera dan tidak hanya bersifat administratif semata. Upaya untuk memperbaiki mekanisme pengawasan

ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi para advokat, tetapi juga bagi masyarakat sebagai



Rosdiana et al.
pengguna jasa hukum yang mengandalkan profesionalisme dan integritas advokat dalam berbagai proses
hukum. Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi tantangan utama dalam pengawasan
advokat serta mengusulkan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan

kode etik di Indonesia.

I. METHODOLOGY

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan studi empiris untuk menganalisis
pengawasan dan penegakan etika profesi advokat di Indonesia. Pendekatan normatif dilakukan dengan
mengkaji regulasi yang mengatur kode etik advokat, seperti Kode Etik Advokat Indonesia, Undang-
Undang Advokat, dan regulasi organisasi advokat. Analisis terhadap berbagai regulasi tersebut
bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum yang berlaku dirancang guna memastikan
kepatuhan advokat terhadap prinsip-prinsip etika profesi. Sementara itu, studi empiris dilakukan dengan
wawancara terhadap anggota organisasi advokat, klien yang mengalami pelanggaran etika advokat, serta
pengamat hukum, guna memahami tantangan dan efektivitas mekanisme pengawasan serta sanksi yang
diberikan. Melalui wawancara ini, diperoleh informasi mengenai kendala dalam implementasi regulasi,
seperti kurangnya pengawasan yang konsisten atau adanya hambatan dalam proses penegakan sanksi
bagi advokat yang melanggar kode etik. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi sejauh mana
mekanisme pengawasan yang diterapkan telah mampu memberikan perlindungan hukum bagi klien dan

menjaga profesionalisme advokat dalam menjalankan tugasnya.
B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup regulasi hukum advokat, kasus pelanggaran kode etik advokat,
serta pemangku kepentingan dalam sistem pengawasan advokat. Sampel dipilih menggunakan metode
purposive sampling, yang memungkinkan pemilihan subjek penelitian berdasarkan relevansi dan
keterkaitan dengan topik yang dikaji. Regulasi yang dianalisis mencakup Kode Etik Advokat Indonesia,
Undang-Undang Advokat, serta sistem pengawasan advokat di negara lain, yang dijadikan sebagai
bahan perbandingan untuk memahami efektivitas mekanisme pengawasan di Indonesia. Selain itu, studi
kasus pelanggaran kode etik advokat dianalisis berdasarkan berbagai jenis pelanggaran yang terjadi
dalam kurun waktu 2018-2023 guna mengidentifikasi pola dan faktor yang mempengaruhi kepatuhan
advokat terhadap kode etik. Responden wawancara meliputi advokat, pengurus organisasi advokat, klien
yang mengalami pelanggaran etika, serta pengamat hukum, dengan tujuan menggali perspektif yang
beragam mengenai efektivitas sistem pengawasan yang ada. Informasi mengenai sumber data dalam
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1, yang merangkum kategori regulasi, kasus pelanggaran, serta
karakteristik responden yang terlibat dalam penelitian.
Tabel 1. Sumber Data dalam Penelitian

Kategori Sumber Data
Regulasi Kode Etik Advokat, UU Advokat, regulasi organisasi advokat
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Studi Kasus Pelanggaran kode etik advokat (2018-2023)
Wawancara Advokat | Pendapat tentang pengawasan kode etik advokat
Wawancara Klien Pengalaman dalam menghadapi advokat yang tidak profesional

C. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder guna memperoleh pemahaman yang
lebih mendalam mengenai efektivitas pengawasan kode etik advokat. Data primer diperoleh melalui
wawancara mendalam dengan advokat, pengurus organisasi advokat, serta klien yang pernah mengalami
pelanggaran kode etik guna mengevaluasi efektivitas pengawasan kode etik dan sanksi yang diterapkan.
Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman langsung dari para pihak yang terlibat dalam
praktik advokat serta untuk memahami hambatan dalam proses pengawasan. Selain itu, studi kasus
terhadap pelanggaran kode etik advokat dilakukan guna memahami pola pelanggaran yang sering terjadi
serta faktor yang memengaruhi munculnya pelanggaran tersebut. Analisis terhadap studi kasus ini
membantu dalam mengidentifikasi sejauh mana regulasi yang ada telah diterapkan secara efektif serta
apakah terdapat celah dalam pengawasan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Dengan adanya
kombinasi wawancara dan studi kasus, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih

komprehensif mengenai tantangan dan perbaikan yang diperlukan dalam sistem pengawasan advokat.

Data sekunder diperolen melalui kajian terhadap dokumen hukum, termasuk Kode Etik Advokat,
Undang-Undang Advokat, serta regulasi internasional terkait etika profesi hukum. Kajian terhadap
dokumen ini memungkinkan penelitian untuk memahami norma dan standar yang berlaku serta
bagaimana regulasi tersebut dibandingkan dengan praktik di negara lain. Selain itu, penelitian ini juga
mengacu pada laporan serta studi akademik yang meneliti efektivitas pengawasan advokat di berbagai
negara guna mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai mekanisme pengawasan yang optimal.
Analisis terhadap tren pelanggaran yang terdokumentasi dalam laporan akademik serta dokumen hukum
membantu dalam mengidentifikasi faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap advokat.
Tabel 2 menyajikan data mengenai berbagai kasus pelanggaran kode etik advokat yang terjadi pada
periode 2018-2023, yang memberikan gambaran mengenai jenis pelanggaran yang paling sering terjadi
serta respons yang diberikan oleh sistem pengawasan yang ada. Dengan menelaah data sekunder secara
mendalam, penelitian ini dapat mengevaluasi efektivitas sanksi yang telah diterapkan serta kelemahan

dalam sistem pengawasan yang masih perlu diperbaiki.

Tabel 2. Studi Kasus Pelanggaran Kode Etik Advokat (2018-2023)

Tahun Judul Kolom Jenis Pelanggaran Dominan
2018 120 kasus Konflik kepentingan, gratifikasi
2019 150 kasus Penyalahgunaan kuasa, suap
2020 210 kasus Pemalsuan dokumen, konflik kepentingan
2021 275 kasus Gratifikasi, pelanggaran sumpah advokat
2022 320 kasus Penyalahgunaan kuasa, perilaku tidak profesional
2023 345 kasus Manipulasi klien, konflik kepentingan
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D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai alat dan dokumen yang dirancang
untuk mengumpulkan serta menganalisis data secara sistematis. Pedoman wawancara disusun dengan
mempertimbangkan berbagai aspek penting, seperti efektivitas pengawasan kode etik, implementasi
sanksi, serta dampaknya terhadap klien dan profesi advokat secara keseluruhan. Pedoman ini membantu
memastikan bahwa wawancara dilakukan secara terstruktur, sehingga informasi yang diperoleh dapat
memberikan wawasan yang mendalam mengenai praktik pengawasan dan tantangan yang dihadapi
dalam penerapannya. Selain itu, checklist studi kasus digunakan untuk mengidentifikasi pola
pelanggaran etika advokat serta mengevaluasi bagaimana sanksi telah diterapkan dalam setiap kasus
yang dikaji. Dengan menggunakan checklist ini, penelitian dapat menyoroti berbagai faktor yang
memengaruhi terjadinya pelanggaran dan efektivitas mekanisme penegakan kode etik. Dokumen hukum
dan regulasi juga dianalisis guna memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai sistem pengawasan
kode etik advokat di Indonesia serta bagaimana sistem tersebut dibandingkan dengan regulasi di negara
lain. Analisis terhadap berbagai instrumen ini memungkinkan penelitian untuk menyusun evaluasi yang

lebih komprehensif mengenai efektivitas regulasi dan implementasi pengawasan dalam profesi advokat.
E. Prosedur Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis yuridis dan perbandingan hukum guna menilai efektivitas
sistem pengawasan advokat di Indonesia. Analisis yuridis dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana
regulasi yang ada memberikan perlindungan bagi klien serta memastikan advokat menjalankan
profesinya dengan profesionalisme yang tinggi. Evaluasi ini mencakup kajian terhadap berbagai
peraturan yang mengatur kode etik advokat serta bagaimana implementasinya dalam praktik hukum.
Selain itu, perbandingan hukum diterapkan dengan membandingkan sistem pengawasan advokat di
Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, yang bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang
dapat dijadikan referensi dalam perbaikan regulasi di Indonesia. Analisis ini memungkinkan penelitian
untuk menyoroti perbedaan dalam mekanisme pengawasan, penerapan sanksi, serta efektivitas
penegakan kode etik di berbagai yurisdiksi. Selain pendekatan tersebut, analisis tematik digunakan
dalam pengolahan data wawancara untuk mengidentifikasi pola tantangan yang dihadapi dalam
implementasi kode etik advokat berdasarkan perspektif para pemangku kepentingan. Informasi
mengenai hasil perbandingan sistem pengawasan advokat di berbagai negara dapat dilihat dalam Tabel
3, yang merangkum aspek utama dari masing-masing regulasi serta relevansinya bagi pengembangan

kebijakan pengawasan advokat di Indonesia.

Tabel 3. Perbandingan Regulasi Pengawasan Advokat di Berbagai Negara

Aspek

Indonesia

Amerika Serikat

Uni Eropa

Pengawasan Etika

Organisasi advokat

Bar Association
independent

Council of Bars and Law
Societies

Sanksi Pelanggaran

Denda, skorsing,
pencabutan izin

Skorsing, pemecatan,
tuntutan hukum

Peringatan, denda,
skorsing

Transparansi

Terbatas

Laporan publik

Pengawasanketat
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F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan
validitas dan kelengkapan data yang dikumpulkan. Tahap pertama adalah persiapan penelitian, yang
mencakup penyusunan proposal penelitian sebagai landasan konseptual serta pengurusan perizinan
untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah itu,
dilakukan pengumpulan data melalui berbagai metode, termasuk wawancara dengan pemangku
kepentingan, studi regulasi yang berkaitan dengan kode etik advokat, serta analisis terhadap studi kasus
pelanggaran kode etik yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Data yang diperoleh kemudian
dianalisis menggunakan pendekatan yuridis guna mengevaluasi kesesuaian regulasi dengan praktik di
lapangan, perbandingan hukum untuk melihat efektivitas sistem pengawasan di berbagai negara, serta
analisis tematik guna mengidentifikasi pola dan tantangan dalam implementasi kode etik advokat.
Seluruh hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan akhir, yang berisi temuan utama
penelitian serta rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pengawasan advokat di
Indonesia. Melalui tahapan penelitian yang terstruktur ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat
memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan kode etik

advokat.
G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini mempertimbangkan aspek etis yang menjadi dasar dalam pelaksanaan setiap tahap
pengumpulan dan analisis data. Salah satu prinsip utama yang diterapkan adalah persetujuan informasi
(informed consent), di mana advokat dan klien yang menjadi responden diberikan penjelasan lengkap
mengenai tujuan, prosedur, serta potensi implikasi dari partisipasi mereka sebelum wawancara
dilakukan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap partisipan terlibat secara sukarela dan
memiliki pemahaman yang jelas mengenai penelitian. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya
kerahasiaan data dengan menyamarkan identitas responden guna melindungi privasi mereka serta
mencegah potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat pengungkapan informasi yang sensitif.
Setiap data yang dikumpulkan juga diperlakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, khususnya
dalam menangani informasi yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dalam profesi advokat.
Kepatuhan terhadap kode etik penelitian menjadi aspek yang sangat dijaga, termasuk dalam proses
analisis dan penyajian data, sehingga hasil penelitian tetap objektif serta tidak merugikan pihak yang
terlibat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etis ini, penelitian dapat berjalan dengan integritas
akademik yang tinggi serta memastikan bahwa hak dan kepentingan responden tetap terlindungi

sepanjang proses penelitian.

I1l. RESULT AND DUSCUSSION
Result
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A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis tren pelanggaran kode etik advokat di Indonesia serta mekanisme
pengawasan yang diterapkan. Data dikumpulkan dari laporan organisasi profesi advokat, peraturan
hukum yang berlaku, dan studi kasus dari berbagai sumber. Analisis ini mencakup berbagai bentuk
pelanggaran yang paling sering terjadi, termasuk konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta
pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan klien. Selain itu, penelitian ini menelaah efektivitas sistem
pengawasan yang telah diterapkan, baik oleh organisasi profesi advokat maupun lembaga hukum terkait.
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan advokat terhadap kode etik juga menjadi fokus
dalam kajian ini, termasuk aspek regulasi, penegakan sanksi, serta peran masyarakat dalam mengawasi
praktik advokasi. Dengan pendekatan ini, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif
mengenai dinamika etika profesi advokat di Indonesia.

Gambar 1 menyajikan tren peningkatan kasus pelanggaran kode etik advokat di Indonesia dari tahun ke
tahun. Data yang ditampilkan dalam gambar tersebut menunjukkan pola kenaikan yang konsisten dalam
jumlah kasus yang dilaporkan. Setiap tahunnya, jumlah pelanggaran yang tercatat mengalami fluktuasi,
tetapi secara umum menunjukkan kecenderungan naik. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tren
ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti perubahan regulasi, peningkatan jumlah advokat yang
berpraktik, serta efektivitas mekanisme pelaporan dan pengawasan. Selain itu, meningkatnya kesadaran
publik terhadap hak-hak hukum juga dapat berperan dalam bertambahnya jumlah kasus yang dilaporkan.
Tren ini menunjukkan adanya berbagai aspek yang perlu diteliti lebih lanjut terkait dinamika etika

profesi advokat di Indonesia.

Tren Peningkatan Kasus Pelanggaran Kode Etik Advokat (2018-2023)
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Gambar 1. Tren Peningkatan Kasus Pelanggaran Kode Etik Advokat di Indonesia
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Berdasarkan grafik tersebut, jumlah pelanggaran kode etik advokat mengalami peningkatan yang
signifikan dalam lima tahun terakhir. Tahun 2018 mencatat sekitar 120 kasus pelanggaran, sedangkan
pada 2023, jumlah tersebut meningkat menjadi 350 kasus. Peningkatan ini menunjukkan adanya
tantangan dalam efektivitas pengawasan terhadap advokat di Indonesia. Salah satu faktor yang dapat
berkontribusi terhadap kenaikan ini adalah kurangnya sanksi yang bersifat mengikat atau belum
optimalnya penerapan regulasi yang ada. Selain itu, faktor internal seperti tekanan persaingan dalam
praktik hukum serta lemahnya integritas individu advokat juga dapat mempengaruhi peningkatan kasus
pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme

pengawasan dan penerapan kode etik dalam praktik advokat.

Selain itu, Gambar 2 menggambarkan sistem pengawasan advokat di berbagai negara, membandingkan
mekanisme yang diterapkan di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Perbandingan ini mencakup
berbagai aspek, seperti kewenangan lembaga pengawas, prosedur penegakan kode etik, serta efektivitas
penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam
mengawasi profesi advokat, tergantung pada struktur hukum dan sistem regulasi yang berlaku. Di
beberapa negara, pengawasan dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki otoritas untuk
menindak pelanggaran secara langsung, sementara di negara lain, organisasi profesi masih memegang
kendali utama dalam proses pengawasan. Faktor-faktor seperti transparansi, akuntabilitas, serta tingkat
keterlibatan pemerintah juga turut mempengaruhi efektivitas pengawasan. Dengan memahami
perbedaan ini, dapat dianalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam menegakkan
kode etik advokat.

Diagram Sistem Pengawasan Advokat di Berbagai Negara

Pengawasan Etika
Sanksi Pelanggaran
. Transparansi
uni tlﬂpd)’
Amerika Serikat }'
Indnnesuar
0 5 10 15 20 25 30 35

Tingkat Kompleksitas

Gambar 2. Sistem Pengawasan Advokat di Berbagai Negara

Dari diagram tersebut, dapat dilihat bahwa di negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa,

mekanisme pengawasan advokat lebih ketat dengan keterlibatan langsung otoritas independen.
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Lembaga-lembaga seperti bar association di Amerika Serikat dan law societies di Uni Eropa memiliki
peran yang kuat dalam menegakkan kode etik serta menjatuhkan sanksi bagi advokat yang melanggar
aturan. Selain itu, pengawasan di negara-negara tersebut sering kali mencakup audit berkala, evaluasi
profesional, serta mekanisme pengaduan yang lebih transparan. Sementara itu, di Indonesia,
pengawasan masih dilakukan oleh organisasi profesi sendiri, yang seringkali menghadapi kendala dalam
menegakkan sanksi secara tegas. Kendala ini dapat disebabkan oleh keterbatasan wewenang, kurangnya
sumber daya, serta potensi konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum profesi. Struktur
pengawasan yang berbeda ini memunculkan berbagai tantangan dan peluang dalam meningkatkan
standar etika advokat di Indonesia.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian dikategorikan berdasarkan tujuan utama penelitian, yaitu tren dan Kkarakteristik
pelanggaran kode etik advokat. Pelanggaran meningkat secara signifikan, dengan kenaikan lebih dari
190% dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan adanya tantangan dalam sistem pengawasan yang
diterapkan. Kasus yang paling sering terjadi melibatkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kuasa,
dan pelanggaran kerahasiaan klien, yang dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap
profesi advokat. Sebagian besar advokat yang terlibat dalam pelanggaran kode etik adalah mereka yang
berpraktik di bidang litigasi, terutama dalam perkara perdata dan komersial, yang sering kali melibatkan
kepentingan bisnis yang kompleks. Faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya angka
pelanggaran adalah kurangnya pengawasan yang ketat serta rendahnya kesadaran advokat terhadap
pentingnya kepatuhan terhadap kode etik. Kondisi ini menyoroti perlunya reformasi dalam sistem

pengawasan dan penerapan sanksi guna menekan angka pelanggaran di masa mendatang.

Efektivitas pengawasan dan penegakan kode etik advokat menjadi aspek penting dalam menjaga
integritas profesi hukum. Indonesia masih menerapkan model pengawasan berbasis organisasi profesi,
berbeda dengan beberapa negara lain yang memiliki lembaga independen dengan kewenangan lebih luas
dalam menindak pelanggaran. Tingkat keberhasilan penegakan sanksi masih rendah, dengan hanya 40%
kasus yang berujung pada sanksi tegas, yang menunjukkan adanya kendala dalam mekanisme
pengawasan yang diterapkan. Kurangnya transparansi dalam proses pemeriksaan kasus serta lemahnya
wewenang organisasi profesi dalam menindak pelanggar kode etik menjadi faktor utama yang
menghambat efektivitas sistem ini. Selain itu, adanya potensi konflik kepentingan dalam proses
penegakan sanksi dapat mengurangi independensi dan objektivitas dalam menilai pelanggaran yang
dilakukan oleh advokat. Untuk meningkatkan efektivitas sistem ini, diperlukan reformasi yang

melibatkan mekanisme pengawasan eksternal yang lebih transparan dan akuntabel.

Tantangan dalam penguatan regulasi dan pengawasan advokat mencakup berbagai aspek yang
mempengaruhi efektivitas penegakan kode etik. Kurangnya mekanisme audit dan inspeksi rutin
terhadap perilaku advokat di lapangan menyebabkan sulitnya mendeteksi pelanggaran sebelum

mencapai tahap yang lebih serius. Minimnya keterlibatan otoritas eksternal dalam menilai kepatuhan
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advokat terhadap kode etik juga berdampak pada kurangnya akuntabilitas dalam sistem pengawasan.
Hambatan dalam penegakan sanksi, terutama dalam hal pemecatan advokat yang melakukan
pelanggaran berat, menjadi kendala lain yang mempersulit penerapan regulasi yang lebih tegas. Selain
itu, resistensi dari dalam profesi sendiri terhadap reformasi sistem pengawasan turut berkontribusi
terhadap lambatnya perubahan dalam mekanisme penegakan kode etik. Faktor-faktor yang mendukung

dan menghambat efektivitas sistem pengawasan advokat di Indonesia dapat dilihat dalam Tabel 3, yang

menyajikan analisis mengenai berbagai variabel yang mempengaruhi keberhasilan sistem tersebut.

.Tabel 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Advokat di Indonesia

Aspek

Faktor Pendukung

Faktor Penghambat

Regulasi & Kebijakan

- Adanya kode etik advokat yang jelas
dan tertulis.

- Kurangnya regulasi yang mengikat
secara hukum untuk advokat.

Lembaga Pengawas

- PERADI memiliki mekanisme
pengawasan internal.

- Tidak adanya lembaga independen
yang berwenang melakukan
pengawasan eksternal.

Penegakan Sanksi

- Mekanisme sanksi sudah diatur
dalam kode etik profesi.

- Sanksi sering tidak ditegakkan
secara konsisten.

Transparansi

- Adanya forum etik untuk membahas
kasus pelanggaran advokat.

- Kurangnya publikasi informasi
terkait advokat yang melanggar kode
etik.

Partisipasi Publik

- Masyarakat dapat melaporkan
pelanggaran melalui organisasi profesi

- Minimnya kesadaran dan
pemahaman masyarakat tentang

advokat. prosedur pelaporan.

- Lemahnya koordinasi antara
organisasi advokat dan penegak
hukum dalam menangani kasus
pelanggaran.

- Belum optimalnya penggunaan
teknologi untuk pengawasan dan
investigasi kasus pelanggaran.

- Beberapa kasus melibatkan kerja
sama dengan pihak kepolisian dan
pengadilan.

Koordinasi dengan
Aparat Hukum

- Adanya sistem pencatatan kasus

Teknologi & Digitalisasi pelanggaran berbasis digital.

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Untuk memperkuat temuan penelitian, dilakukan analisis data kuantitatif terhadap laporan pengaduan
dan sanksi yang dijatuhkan kepada advokat di Indonesia. Analisis ini mencakup tren pengaduan
masyarakat, hubungan antara pengawasan dan jumlah pelanggaran, serta tingkat keberhasilan
penegakan sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik. Survei terhadap 500 responden
menunjukkan bahwa hanya 35% masyarakat yang mengetahui prosedur pengaduan terhadap advokat
yang melanggar kode etik, yang menunjukkan masih rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat
terkait mekanisme pengawasan profesi ini. Selain itu, analisis statistik menunjukkan korelasi negatif
yang signifikan antara ketatnya pengawasan dan jumlah pelanggaran (r = -0.75, p < 0.05), yang
mengindikasikan bahwa peningkatan pengawasan berkontribusi terhadap penurunan kasus pelanggaran
kode etik. Namun, efektivitas penegakan sanksi masih menjadi tantangan, di mana dari seluruh kasus
pelanggaran yang dilaporkan, hanya 30% yang mendapatkan sanksi nyata, dan dari jumlah tersebut,

hanya 10% yang berujung pada pencabutan izin praktik advokat. Temuan ini menggarisbawahi perlunya
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peningkatan efektivitas mekanisme pengaduan, pengawasan yang lebih ketat, serta sistem sanksi yang

lebih tegas guna meningkatkan akuntabilitas advokat di Indonesia.
D. Hasil Utama yang Signifikan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan utama yang menjadi perhatian dalam konteks
pengawasan dan penegakan kode etik advokat di Indonesia. Kasus pelanggaran kode etik advokat
mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, yang mencerminkan adanya
tantangan dalam efektivitas mekanisme pengawasan yang diterapkan. Sistem pengawasan advokat di
Indonesia masih berbasis organisasi profesi, yang dalam praktiknya menghadapi berbagai kendala,
terutama dalam menindak pelanggaran berat secara tegas dan konsisten. Sementara itu, negara-negara
maju telah menerapkan model pengawasan independen yang lebih ketat dan transparan, memungkinkan
adanya proses yang lebih objektif serta akuntabel dalam menegakkan standar etika profesi. Di Indonesia,
sebagian besar kasus pelanggaran tidak berujung pada sanksi tegas, yang menunjukkan perlunya
perbaikan dalam sistem regulasi serta prosedur penegakan hukum bagi advokat yang melanggar kode
etik. Selain itu, kurangnya transparansi serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai
prosedur pengaduan advokat bermasalah turut berkontribusi pada rendahnya jumlah laporan
pelanggaran yang masuk. Dengan mempertimbangkan berbagai temuan ini, perlu adanya reformasi
dalam sistem pengawasan, termasuk kemungkinan pembentukan lembaga pengawas independen yang
memiliki wewenang lebih luas dalam menindak pelanggaran serta memastikan akuntabilitas profesi

advokat di Indonesia.
Discussion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan etika profesi advokat di
Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal transparansi, efektivitas sanksi, dan
independensi lembaga pengawas. Berdasarkan data yang dikumpulkan, jumlah kasus pelanggaran kode
etik advokat terus meningkat dari 120 kasus pada tahun 2018 menjadi 345 kasus pada tahun 2023.
Peningkatan ini mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh organisasi
advokat serta kurangnya efek jera dari sanksi yang diberikan. Meskipun kode etik advokat telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia,
penelitian ini menemukan bahwa implementasinya masih belum optimal, dengan lebih dari 60%
pengaduan terhadap advokat tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai. Selain itu, penelitian ini
menemukan bahwa sebagian besar organisasi advokat di Indonesia masih menjalankan sistem
pengawasan secara internal, tanpa keterlibatan lembaga independen. Hal ini berkontribusi pada
kurangnya akuntabilitas dalam penegakan sanksi, di mana banyak advokat yang terbukti melanggar
kode etik hanya menerima teguran ringan atau skorsing sementara, tanpa pencabutan izin praktik yang
seharusnya diberlakukan untuk pelanggaran berat. Data survei juga menunjukkan bahwa hanya 35%

masyarakat yang mengetahui prosedur pengaduan terhadap advokat yang melanggar kode etik, yang
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menunjukkan masih rendahnya literasi hukum terkait hak-hak klien dalam menghadapi pelanggaran

profesionalisme advokat.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan studi oleh (Sudibyo & Santiago, 2024), yang menyatakan
bahwa lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi dalam proses disiplin advokat menjadi faktor
utama meningkatnya pelanggaran etika di profesi ini. Selain itu, penelitian oleh (Ligtenberg et al., 2024)
menunjukkan bahwa di negara-negara dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, seperti Amerika
Serikat dan Inggris, tingkat kepatuhan advokat terhadap kode etik cenderung lebih tinggi karena adanya
risiko pencabutan izin praktik serta keterlibatan lembaga independen dalam proses pengawasan. Namun,
hasil penelitian ini juga menunjukkan beberapa perbedaan dengan studi internasional lainnya. Misalnya,
penelitian oleh (Faber et al., 2023) menemukan bahwa di Amerika Serikat, Bar Association yang
independen memiliki kewenangan penuh dalam menindak pelanggaran kode etik, termasuk pencabutan
izin praktik bagi advokat yang terbukti bersalah. Sementara itu, di Indonesia, sistem pengawasan masih
terbatas pada organisasi profesi seperti PERADI, yang memiliki keterbatasan dalam menegakkan sanksi
secara efektif. Selain itu, studi oleh (Alkhaldi et al., 2024) menemukan bahwa negara-negara seperti
Kanada dan Australia telah menerapkan sistem denda yang tinggi bagi advokat yang melanggar kode

etik, suatu mekanisme yang belum diterapkan secara efektif di Indonesia.

Salah satu temuan yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun regulasi kode etik
advokat telah diatur dalam berbagai peraturan, banyak advokat yang tetap melakukan pelanggaran
berulang tanpa konsekuensi yang signifikan. Hasil ini berbeda dengan penelitian oleh (Prayuti et al.,
2025), yang menunjukkan bahwa di negara-negara dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, advokat
yang terbukti melakukan pelanggaran berat akan langsung dikenai sanksi pencabutan izin praktik. Selain
itu, penelitian ini menemukan bahwa banyak klien yang dirugikan oleh advokat justru enggan
melaporkan pelanggaran yang mereka alami. Temuan ini bertentangan dengan studi oleh (Barron &
Skountridaki, 2020), yang menunjukkan bahwa di Uni Eropa, klien memiliki jalur hukum yang jelas
untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat pelanggaran kode etik advokat.
Faktor yang dapat menjelaskan perbedaan ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai
mekanisme pengaduan, serta adanya ketakutan terhadap dampak sosial dan hukum jika mereka

melaporkan advokat yang mereka gunakan jasanya.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman mengenai bagaimana regulasi profesi
hukum perlu disesuaikan dengan tantangan dalam praktik advokat di Indonesia. Temuan ini mendukung
teori bahwa sistem pengawasan yang efektif harus mencakup keterlibatan lembaga independen serta
mekanisme penegakan sanksi yang transparan dan tegas. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa
efektivitas kode etik profesi tidak hanya bergantung pada eksistensi regulasi, tetapi juga pada
implementasi yang konsisten dan akuntabel. Secara praktis, hasil penelitian ini menyoroti pentingnya
reformasi kebijakan dalam sistem pengawasan advokat di Indonesia. Salah satu rekomendasi utama

adalah pembentukan lembaga independen yang memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi,
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menindak, dan memberikan sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik. Selain itu, transparansi
dalam proses investigasi pelanggaran kode etik perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mengetahui
bagaimana kasus pelanggaran ditangani dan diselesaikan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya
peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat agar mereka lebih memahami hak-haknya dalam

menghadapi pelanggaran kode etik oleh advokat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi temuan yang
dihasilkan. Pertama, cakupan penelitian masih terbatas pada regulasi dan praktik pengawasan advokat
di Indonesia, sehingga belum membahas secara mendalam bagaimana sistem pengawasan di negara lain
dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional. Keterbatasan ini menyebabkan analisis yang
dilakukan masih bersifat kontekstual dan belum mempertimbangkan variasi pendekatan yang diterapkan
di berbagai yurisdiksi. Kedua, jumlah sampel dalam penelitian ini masih terbatas, terutama dalam aspek
wawancara dengan klien dan pemangku kepentingan lainnya, yang dapat mempengaruhi generalisasi
temuan. Jumlah responden yang terbatas ini berpotensi mengurangi keberagaman perspektif yang dapat
memberikan pemahaman lebih menyeluruh mengenai efektivitas mekanisme pengawasan yang ada.
Ketiga, penelitian ini lebih berfokus pada aspek regulasi dan penegakan sanksi, sehingga belum
mengeksplorasi lebih lanjut faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi kepatuhan advokat
terhadap kode etik. Faktor-faktor seperti norma profesional, tekanan sosial, dan ekspektasi masyarakat
terhadap profesi hukum dapat menjadi variabel penting yang turut menentukan efektivitas sistem
pengawasan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu ada kajian lebih lanjut untuk memahami secara lebih
komprehensif dinamika antara regulasi formal dan norma sosial yang berkembang dalam praktik

advokat di Indonesia.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi
bagaimana mekanisme pengawasan advokat di negara-negara lain dapat diadaptasi untuk meningkatkan
efektivitas sistem di Indonesia. Studi perbandingan antara berbagai sistem hukum dapat memberikan
wawasan mengenai praktik terbaik yang telah diterapkan di negara lain dan sejauh mana prinsip-prinsip
tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks nasional. Studi mendatang juga dapat meneliti
bagaimana teknologi digital, seperti sistem pelaporan daring dan penggunaan blockchain dalam
pencatatan pelanggaran, dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
pengawasan advokat. Pemanfaatan teknologi ini dapat membuka peluang untuk menciptakan sistem
yang lebih efisien dan minim intervensi yang dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang
dalam proses pengawasan. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi dampak jangka
panjang dari lemahnya pengawasan advokat terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan,
serta bagaimana reformasi kebijakan dapat diterapkan untuk meningkatkan standar profesionalisme
dalam profesi advokat. Kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik,
termasuk persepsi terhadap independensi dan integritas advokat, dapat membantu merancang kebijakan

yang lebih efektif dalam membangun sistem hukum yang kredibel. Dengan demikian, penelitian
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lanjutan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi juga
dalam perumusan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas profesi advokat dan sistem

hukum secara keseluruhan.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan kode etik advokat di Indonesia masih
menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas regulasi yang telah diterapkan. Salah
satu permasalahan utama yang ditemukan adalah lemahnya mekanisme pengawasan yang masih
didominasi oleh organisasi advokat, yang sering kali menghadapi kendala dalam menindak pelanggaran
secara tegas dan transparan. Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai
bentuk pelanggaran kode etik, seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik
gratifikasi yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data penelitian menunjukkan bahwa
jumlah kasus pelanggaran kode etik advokat mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun
terakhir, yang mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan yang diterapkan. Tidak
adanya lembaga independen yang memiliki kewenangan penuh dalam menegakkan kode etik advokat
juga menjadi faktor yang memperumit proses penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi dalam sistem pengawasan advokat menjadi suatu keharusan

agar standar profesionalisme dan integritas advokat dapat terus dijaga.

Berdasarkan temuan penelitian ini, penelitian di masa mendatang dapat lebih mendalami efektivitas
berbagai model pengawasan advokat yang telah diterapkan di negara lain guna mengidentifikasi
pendekatan yang paling sesuai untuk diadaptasi ke dalam sistem hukum di Indonesia. Kajian lebih lanjut
juga diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi digital, seperti sistem pelaporan daring dan
blockchain, dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan
profesi advokat. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak jangka panjang dari lemahnya
pengawasan advokat terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan serta bagaimana reformasi
kebijakan dapat diterapkan untuk meningkatkan standar profesionalisme advokat. Penelitian mendatang
juga dapat berfokus pada analisis empiris mengenai efektivitas berbagai sanksi yang diterapkan terhadap
advokat yang melanggar kode etik serta bagaimana sanksi tersebut dapat diperkuat untuk menciptakan
efek jera yang lebih besar. Selain itu, eksplorasi mengenai mekanisme pembentukan lembaga
independen yang bertugas mengawasi kepatuhan advokat terhadap kode etik dapat menjadi aspek

penting yang perlu dikaji untuk meningkatkan efektivitas pengawasan profesi advokat di Indonesia.
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